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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

 Tanah  merupakan unsur penting bagi kehidupan manusia. Tanah yang 

subur dapat dimanfaatkan untuk menanam tumbuhan atau tanaman yang dapat 

menopang kehidupan dan perekonomian pemilik tanah. Tanah juga dapat 

dijadikan sumber keuangan. Salah satu contoh yang paling umumadalah seorang 

pemilik tanah menjual tanah kepada orang lain, dari hasil penjualan tersebut si 

pemilik tanah memperoleh uang. Masih banyak manfaat tanah bagi kepentingan 

manusia. 

Selain mendatangkan manfaat, tanah juga menjadi objek permasalahan 

bagi manusia. Permasalahan dapat timbul jika salah satu pihak yang terlibat dalam 

persoalan merasa dirugikan oleh pihak lain. Kerugian material dan imaterial 

menjadi alasan pelapor melaporkan persoalan kepada pihak yang berwenang 

menangani persoalan tersebut. Persoalan akan mudah diselesaikan jika para pihak 

yang bersoal mencapai kesepakatan dalam suatu perundingan. Persoalan akan 

memakan waktu yang lama jika masing-masing pihak tetap mempertahankan 

klaim kebenaran versi mereka. 

Penyelesaian persoalan terkait tanah yang dibawa ke jalur hukum melalui 

salah satu lembaga peradilan umum membutuhkan waktu yang lama. Biaya dan 

jalannya persidangan yang mesti terjadi beberapa kali menjadi alasan utama 

persidangan membutuhkan waktu yang lama. Belum lagi terhitung dengan 

kendala-kendala yang lain. Namun, penyelesaian persoalan tanah melalui jalur 

hukum menjadi cara yang tepat dilakukan jika perundingan/mediasi tidak 

menemukan hasil yang dapat diterima bersama oleh para pihak yang bersengketa. 

Para pihak yang bersengketa harus menyiapkan biaya, mental, dan waktu 

dalam proses penyelesaian sengketa di jalur hukum. Penyelesaian melalui 

lembaga peradilan umum sekurang-kurangnya memberi keuntungan akan 

kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak yang bersengketa.  
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Keputusan akhir dari hakim pengadil tingkat pertama berdasarkan pada 

bukti dan disesuaikan dengan hukum yang berlaku mewajibkan semua pihak 

tunduk pada keputusan, tetapi diberi kesempatan untuk mengajukan banding. Jika 

salah satu pihak tidak menerima keputusan, pihak tersebut bisa mengajukan 

banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Keputusan dari Mahkamah Agung 

sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia adalah keputusan final yang 

tidak dapat dibantah lagi.   

Sengketa kepemilikan lahan di Wae Nahi telah memberi dampak bagi 

penggugat dan tergugat. Para penggugat yang menang di pengadilan negeri 

memiliki hak yang penuh atas tanah sengketa. Para pihak yang kalah, pihak 

tergugat, berdasarkan keputusan pengadilan negeri dan keputusan akhir dari 

Mahkamah Agung harus menyerahkan tanah kepada pihak penggugat dalam 

keadaan kosong. Artinya, pihak tergugat tidak mendapatkan izinan untuk tinggal, 

membangun usaha, memanfaatkan tanah yang secara hukum bukan milik mereka. 

 Para penggugat atau pewaris dari almarhum Bapak Gabriel Gampur dapat 

menggunakan tanah untuk kepentingan mereka. Tanah tersebut sudah bukan 

menjadi tanah ulayat Rumah Adat Gendang setelah keluarnya surat keterangan 

kepemilikan tanah pada tahun 1987. Keputusan pengadilan menjamin 

perlindungan hukum bagi para pewaris jika ingin menggunakan atau 

memanfaatkan tanah milik mereka. 

 Dari kasus sengketa kepemilikan lahan di Wae Nahi, pihak penggugat 

begitu berani mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri karena mereka 

memiliki alat-alat bukti kuat yang mendukung pengajuan gugatan tersebut. Alat-

alat bukti menjadi sangat penting jika gugatan perdata dibawa ke lembaga 

peradilan umum. Keputusan pengadil/hakim didasarkan pada alat-alat bukti yang 

tersedia dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. 

Semakin lengkap dan akurat alat-alat bukti yang disiapkan, semakin 

memungkinkan pihak tersebut untuk memenangkan persidangan gugatan perdata. 

Pihak tergugat dalam kasus sengketa kepemilikan lahan di Wae Nahi tidak 
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memiliki alat-alat bukti yang kuat berupa sumber tertulis penyerahan tanah dari 

almarhum Gabriel Gampur kepada beberapa orang Wae Mata pada tahun 1974.  

 Beberapa saksi dari pihak tergugat memberi kesaksian mengenai 

pemanfaatan tanah oleh orang Wae Mata di tanah sengketa sejak tahun 1974 

karena tanah yang ditumbuhi oleh tanaman liar. Kesaksian tersebut justru 

dianggap sebagai kesaksian yang membenarkan tindakan para tergugat adalah 

perbuatan melawan hukum. 

 Sengketa tanah di Wae Nahi jika ditinjau lebih jauh dimulai karena tidak 

terjalinnya komunikasi yang baik antar orang-orang Wae Mata dan keluarga dari 

almarhum Bapak Gabriel Gampur. Beberapa orang Wae Mata khususnya para 

tetua yang mengenal almarhum Gabriel Gampur sepertinya tidak mampu menjalin 

komunikasi dengan keluarga penggugat/pewaris.   

 Hal lainnya yang dapat ditemukan dari kasus tersebut adalah minimnya 

kesadaran para warga tentang pentingnya pengarsipan suatu kejadian karena 

sewaktu-waktu akan dibutuhkan. Para pewaris menang di pengadilan karena 

dukungan arsip dokumen tertulis penyerahan tanah ketua adat kepada almarhum 

Gabriel Gampur. Di sisi lain, klaim para tergugat terbantahkan karena tidak 

memiliki arsip dokumen atau sejenisnya yang mendukung argumen mereka. 

 Hal yang sangat disayangkan mengenai kasus sengketa kepemilikan lahan 

di Wae Nahi adalah digugurkannya hak milik atau hak-hak lain dari para tergugat 

yang tergolong sebagai pembeli tanah kesekian dari pemilik sebelumnya. 

Beberapa rumah yang sudah ditempati para pembeli mesti dibongkar, demi 

terwujudnya konsekuensi hukum mengenai tuntutan hukuman terhadap perbuatan 

melawan hukum para tergugat yang disetujui hakim. 

5.2 Saran 

5.2.1 Bagi Pemerintah 

Pemerintah berkewajiban untuk memastikan tanah-tanah baik yang 

terpakai maupun yang terlantar sudah dimiliki secara hukum oleh pemilik yang 

sah. Artinya, pendaftaran tanah mesti digalakkan oleh pemerintah. Pendaftaran 
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tanah sendiri adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah secara terus 

menerus dan teratur berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu yang ada 

di wilayah tertentu demi kepentingan rakyat. 

Partisipasi dari masyarakat sangat dibutuhkan demi keberhasilan program 

pendataan tanah. Konflik-konflik pertanahan yang terjadi tidak terlepas dari 

lemahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan tanah yang dimiliki ke 

pemerintah. Lemahnya partisipasi dari masyarakat diduga karena kurangnya 

pemahaman akan manfaat yang diperoleh melalui pendaftaran tanah.  

Demi meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerintah dapat 

menggunakan seluruh instrumen dalam struktur kepemerintahan. Ambil contoh, 

pemerintahan desa dapat melakukan pendekatan kepada keluarga-keluarga juga 

pada tokoh-tokoh adat untuk terlibat dalam proses pendaftaran tanah. Amat 

diharapkan pemerintahan desa bersama lembaga pemerintahan yang lain 

melakukan pendataan dan pengarsipan tanah-tanah adat yang masih menjadi 

bagian rumah adat gendang ataupun yang sudah diserahkan secara penuh kepada 

pihak lain. 

5.2.2 Bagi Masyarakat 

Sengketa kepemilikan tanah di Wae Nahi menghadirkan kesadaran baru 

bagi penulis akan pentingnya memiliki pemahaman latar belakang sejarah terkait 

suatu tempat. Hal yang sama penulis sarankan untuk masyarakat umum. Persoalan 

terkadang muncul karena terputusnya transfer pengetahuan sejarah akan suatu 

tempat. Klaim sejarah dapat diciptakan oleh siapa saja demi kepentingan pihak 

pembuat sejarah. 

Masyarakat perlu sadar bahwa sejarah mengenai suatu tempat tidak cukup 

ditransfer ke generasi selanjutnya secara lisan saja. Perlu adanya pengarsipan 

dalam bentuk dokumen tertulis atau yang bisa mengikuti perubahan jaman seperti 

arsip elektonik (foto dan sejenisnya). Tujuan yang ingin dicapai ialah demi 

mewariskan sejarah kepada generasi berikutnya dan demi menghindari persoalan 

klaim sejarah dari pihak lain. 
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Masyarakat juga harus sadar akan pentingnya pemahaman hukum 

khususnya yang berhubungan dengan hukum pertanahan nasional  termasuk 

kategori perbuatan yang tergolong perbuatan melawan hukum. Kesadaran hukum 

menjadi penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau ketidaktahuan 

terhadap konsekuensi dari tindakan yang melawan hukum. 

Hal lainnya yang perlu disadari masyarakat adalah hukum di Negara 

Indonesia memberlakukan prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara. 

Pergunakan dengan baik prinsip kesetaraan di hadapan hukum demi membela 

hak-hak yang tidak boleh dilanggar oleh pihak lain, yang berduit atau yang 

memiliki kuasa. 

5.2.3 Bagi Lembaga Adat 

 Peran dan fungsi lembaga adat pada masa-masa setelah kemerdekaan 

Republik Indonesia telah digantikan oleh lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. 

Sebelum lahirnya Lembaga Badan Pertanahan Nasional, peran tua teno di 

Manggarai pada umumnya amat penting, terlebih khusus dalam menengahi 

sengketa kepemilikan lahan. Sosok tua teno adalah sosok yang dikenal sangat 

mengetahui sejarah kampung dan riwayat pembagian tanah.  

 Dalam kasus sengketa kepemilikan tanah di Wae Nahi, tua teno tidak 

memiliki peran sama sekali. Hal itu tidak terlepas dari perubahan konsep 

mengenai perolehan tanah adat di daerah tersebut. Tanah sengketa menurut para 

tergugat adalah milik orang Wae Mata karena tanah tersebut tidak sedang dikelola 

oleh orang lain sewaktu orang Wae Mata membuka lahan untuk ditanami padi dan 

jagung. 

Oleh karena itu, hakim pengadilan memutuskan untuk mendengarkan 

keterangan para saksi. Ramang Ishaka, seorang saksi yang dihadirkan penggugat 

di Pengadilan Negeri Labuan Bajo adalah anak dari Dalu Ishaka (ketua adat) yang 

memberikan tanah sengketa melalui ketua pelaksana kepada almarhum Gabriel 

Gampur. Perannya dalam persidangan menjadi penting karena saudara Ramang 

Ishaka yang menemukan bukti tertulis dokumen penyerahan kepemilikan lahan. 
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 Salah satu kekurangan lembaga adat dalam proses penyelesaian sengketa 

kepemilikan lahan ialah ketiadaan laporan yang terbuka bagi masyarakat umum. 

Kemungkinan besar, sengketa kepemilikan lahan tidak akan terjadi jika dokumen 

tersebut (dokumen penyerahan tanah) diberitahu kepada publik atau minimal 

diserahkan ke lembaga pemerintahan yang berwenang. 

5.2.4 Bagi IFTK Ledalero 

 Sebagai lembaga pendidikan, mata kuliah yang diajarkan di IFTK 

Ledalero sejauh ini sudah baik. Beberapa mata kuliah yang dimaksudkan ialah 

ilmu filsafat, sosiologi, psikologi, komunikasi, agama, dan desain komunikasi 

visual. Tentunya beberapa mata kuliah tersebut membentuk para mahasiswa/i 

berpikir kritis atas realitas dan berupaya mencari solusi atas persoalan yang ada di 

masyarakat.  

 Ada begitu banyak persoalan di tengah masyarakat. Persoalan-persoalan 

tersebut barangkali akan bersinggungan dengan hukum yang berlaku disebuah 

wilayah khususnya negara. Oleh karena itu, penulis menilai bahwa para 

mahasiswa/i perlu mempelajari filsafat hukum untuk memahami historisitas 

hukum dan pemikiran para filsuf mengenai hukum itu sendiri. Tujuannya adalah 

agar para tamatan IFTK Ledalero memiliki kesiapan intelektual dalam 

menganalisa suatu persoalan jika sudah bersinggungan dengan hukum yang 

berlaku di suatu tempat.  

 Demi mencapai tujuan yang dimaksudkan penulis, saran bagi IFTK 

Ledalero adalah menyiapkan mata kuliah wajib mengenai filsafat hukum bagi 

para mahasiswa/i. Persisnya, mata kuliah tersebut belum ada di IFTK Ledalero. 
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